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ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimanakah tindak pidana
mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau
asing memasuki kawasan udara terlarang dan
terbatas dan bagaimanakah pemberlakuan
ketentuan pidana akibat mengoperasikan
pesawat udara indonesia atau asing memasuki
kawasan udara terlarang dan terbatas di mana
dengan metode penelitian hukum normaif
disimpulkan: 1. Tindak pidana mengoperasikan
pesawat udara Indonesia atau asing memasuki
kawasan udara terlarang dan terbatas terjadi
apabila pemerintah telah menetapkan kawasan
udara terlarang dan terbatas. Pesawat udara
Indonesia atau pesawat udara asing dilarang
terbang melalui kawasan udara terlarang.
Larangan terbang bersifat permanen dan
menyeluruh. Kawasan udara terbatas hanya
dapat digunakan untuk penerbangan pesawat
udara negara. 2. Pemberlakuan ketentuan
pidana akibat mengoperasikan pesawat udara
Indonesia atau asing memasuki kawasan udara
terlarang dan terbatas berupa pidana penjara
paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) dan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun atau denda paling banyak Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kata kunci: pesawat udara; kawasan udara
terlarang;

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Tindak pidana mengoperasikan pesawat
udara Indonesia atau asing dan memasuki
kawasan udara terlarang dan terbatas dapat
dikenakan pemberlakuan ketentuan pidana
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apabila pelaku tindak pidana terbukti secara
sah menurut ketentuan-ketentuan hukum di
bidang penerbangan melakukan pelanggaran
terhadap larangan yang telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan. Oleh karena itu pemerintah telah
menetapkan kawasan udara terlarang dan
terbatas dan pesawat udara Indonesia atau
pesawat udara asing dilarang terbang melalui
kawasan udara terlarang dan terbatas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tindak pidana
mengoperasikan pesawat udara
Indonesia atau asing memasuki kawasan
udara terlarang dan terbatas?

2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan
pidana akibat mengoperasikan pesawat
udara indonesia atau asing memasuki
kawasan udara terlarang dan terbatas?

C. Metode Penelitian

Penelitian  hukum normatif mengkaji
kelembagaan hukum yang meliputi lembaga
eksekutif, legislatif, yudikatif, dan institusi
lainnya.

PEMBAHASAN
A. Tindak Pidana Mengeoperasikan Pesawat
Udara Indonesia Atau Asing Memasuki
Kawasan Udara Terlarang Dan Terbatas
Yurisdiksi suatu negara dapat dikatakan
sebagai suatu kewenangan hukum yang
dilaksanakan oleh negara sebagai implementasi
dimilikinya suatu kedaulatan. Dalam hal ini,
adanya  suatu  kebebasan = menentukan
kewenangannya berkaitan dengan peraturan
yang berlaku mengenai kewajiban pesawat
udara sipil harus didaftarkan di suatu negara.
Dimana negara-negara yang dijadikan tempat
pesawat udara sipil didaftarkan bebas untuk
membuat sendiri peraturan yang berkaitan
dengan persyaratan serta prosedur
dilakukannya pendaftaran pesawat udara sipil.
Akan tetapi, peraturan vyang dibuat oleh
negara-negara tersebut harus tetap mengacu
kepada Konvensi Chicago 1944 yang menjadi
tolak ukur peraturan penerbangan secara
internasional.®

5Alyssa Agustia Adrianti, Agus Pramono, dan H.M Kabul
Supriyadhie.Tinjauan Hukum Mengenai Pendaftaran
Pesawat Udara Sipil Di Indonesia Berdasarkan Konvensi
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Perbuatan pidana adalah perbuatan yang
dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa
pidana tertentu, bagi barang siapa yang
melanggar larangan tersebut.®

Tatanan ruang udara nasional ditetapkan
untuk mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan navigasi penerbangan yang andal
dalam rangka keselamatan penerbangan
dengan mengacu pada peraturan nasional dan
regulasi Organisasi Penerbangan Sipil
Internasional (International  Civil  Aviation
Organisation/ICAO) yang terkait dengan
penetapan dan penggunaan ruang udara.
Dalam penggunaan ruang udara tersebut,
diberikan pelayanan oleh Pemerintah selaku

penyelenggara pelayanan navigasi
penerbangan, terdiri atas pelayanan lalu lintas
penerbangan, komunikasi penerbangan,

informasi aeronautika, informasi meteorologi
penerbangan, serta informasi pencarian dan
pertolongan. Guna mendukung kelancaran
kegiatan penerbangan serta keselamatan
penerbangan, penyelenggara pelayanan
navigasi penerbangan menyiapkan personel
yang kompeten, memasang dan
mengoperasikan serta merawat fasilitas
navigasi penerbangan.’

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan
pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan
hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja
dalam pada itu diingat bahwa larangan
ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu
keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh
kelakuan orang), sedangkan ancaman pidanya
ditujukan kepada orang yang menimbulkan
kejadian itu.®

Bilamana suatu perbuatan dapat disebut
sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan
tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur,
sebagai berikut:

1. Harus ada suatu kelakuan (gedraging);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian
undang-undang (wetterlijkeomshrijving);

Chicago 1944 Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
Tentang Penerbangan. Diponegoro Law Journal Volume 6,
Nomor 2, Tahun 2017. him. 11.

6Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, PT.
Rineka Cipta, Jakarta, 2008, him. 59.

7Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
tentang Penerbangan.

8 Ibid.

3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak
(melawan hukum);

4. Kelakuan itu dapat diberatkan
(dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;

5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.®
Delik kejahatan dan delik pelanggaran

dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP
Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini,
akan tetapi pembentuk undang-undang tidak
menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud
dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran,
juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-
syarat yang membedakan antara delik
kejahatan dan delik pelanggaran. KUHP hanya
mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang
terdapat dalam Buku Il (Kedua) sebagai delik
kejahatan dan dan Buku Il (Ketiga) sebagai
delik pelanggaran.?

Secara doktrinal apa yang dimaksud dengan
delik kejahatan dan delik pelanggaran, sebagai
berikut:

a. Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan
vang sudah dipandang seharusnya dipidana
karena bertentangan dengan keadilan,
meskipun perbuatan itu belum diatur dalam
undang-undang. Delik kejahatan ini sering
disebut mala per se atau delik hukum,
artinya perbuatan itu sudah dianggap
sebagai  kejahatan  meskipun  belum
dirumuskan dalam undang-undang karena
merupakan perbuatan tercela dan
merugikan masyarakat atau bertentangan
dengan keadilan.

b. Delik pelanggaran adalah perbuatan-
perbuatan itu barulah diketahui sebagai
delik setelah dirumuskan dalam undang-
undang. Delik pelanggaran ini sering disebut
sebagai mala quia prohibia atau delik
undang-undang. Artinya perbuatan itu baru
dianggap sebagai delik setelah dirumuskan
dalam undang-undang.!

Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian,
yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana
formal. Hukum pidana materiil mengatur
penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana
dan pidana (sanksi). Di Indonesia, hukum
pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana

SRoni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-l.
Mandar Maju, Bandung, 2012, him. 163-164.

19/pid, him. 169.

pid.
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formal mengatur pelaksanaan hukum pidana
materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum
pidana formal telah disahkan dengan UU
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (KUHAP).1?

Transportasi udara sering dijuluki sebagai
the most regulated transportation yang diatur
oleh berbagai ketentuan nasional (termasuk
hukum udara) vyang diserasikan dengan
ketentuan-ketentuan internasional. Ketentuan
hukum nasional yang secara khusus mengatur
tentang penerbangan adalah Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
(selanjutnya disebut UU Penerbangan), di mana
pengangkutan udara diselenggarakan dengan
tujuan mewujudkan penyelenggaraan
penerbangan yang aman dan selamat (safety
and security), tertib dan teratur (regularity),
nyaman (comfortable), dan ekonomis (economy
for company). Sehingga penyelenggaraan
pengangkutan udara harus ditata dalam suatu
kesatuan sistem transportasi nasional secara
terpadu dan mampu mewujudkan penyediaaan
jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat
kebutuhan, selamat, aman, efektif, dan
efisien.’?

Pengangkutan udara adalah salah satu
faktor penting dari kekuatan negara di ruang
udara yang tidak hanya berfungsi sebagai alat
transportasi, tetapi juga untuk mempersatukan
bangsa dalam pengertian politis, sebagai sarana
untuk membantu efektifitas pemerintahan
serta pendorong lajunya pembangunan.
Transportasi udara semakin  mengalami
peningkatan seiring dengan kemajuan teknologi
dan  kebutuhan manusia yang selalu
berkembang. Hal ini tentu saja membawa
konsekuensi dibutuhkannya peraturan tentang
pengangkutan udara yang sesuai dengan
perkembangan masyarakat. Kebijakan umum
angkutan udara diarahkan untuk mewujudkan
terselenggaranya angkutan udara secara
selamat, aman, cepat, efisien, teratur, nyaman,
dan mampu berperan dalam rangka menunjang

12Wawan Muhwan Hariri, Pengantar llmu Hukum. Cet. .
Pustaka Setia. Bandung. 2012.hIim. 221.

BYuristo Ardhi Hanggoro, Mare Warka, Budiarsih.
Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Pesawat Udara
Atas Keterlambatan Penerbangan Pada Badan Usaha
Angkutan Udara. Yayasan Akrab Pekanbaru. Jurnal Akrab
Juara Volume 4 Nomor 5 Edisi Desember 2019 (73-
89).him. 74.
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dan mendukung sektor-sektor pembangunan

lainnya.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
tentang Penerbangan. Pasal 7 ayat:

(1) Dalam rangka melaksanakan tanggung
jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6, Pemerintah menetapkan kawasan udara
terlarang dan terbatas.

(2) Pesawat udara Indonesia atau pesawat
udara asing dilarang terbang melalui
kawasan udara terlarang.

(3) Larangan terbang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) bersifat permanen dan
menyeluruh.

(4) Kawasan udara terbatas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
digunakan untuk penerbangan pesawat
udara negara.

Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Kewenangan
menetapkan kawasan udara terlarang dan
terbatas merupakan kewenangan dari setiap
negara berdaulat untuk mengatur penggunaan
wilayah udaranya, dalam rangka keselamatan
masyarakat luas, keselamatan penerbangan,
perekonomian nasional, lingkungan hidup,
serta pertahanan dan keamanan. Yang
dimaksud dengan “kawasan udara terlarang
(prohibited area)” adalah kawasan udara
dengan pembatasan yang bersifat permanen
dan menyeluruh bagi semua pesawat udara.
Pembatasan hanya dapat ditetapkan di dalam
wilayah udara Indonesia, sebagai contoh
instalasi nuklir atau istana Presiden. Yang
dimaksud dengan “kawasan udara terbatas
(restricted area)” adalah kawasan udara
dengan pembatasan bersifat tidak tetap dan
hanya dapat digunakan untuk operasi
penerbangan tertentu (pesawat udara TNI).
Pada waktu tidak digunakan (tidak aktif),
kawasan ini dapat digunakan  untuk
penerbangan sipil. Pembatasan dapat berupa
pembatasan ketinggian dan hanya dapat
ditetapkan di dalam wilayah udara Indonesia,
misalnya instalasi atau kawasan militer.

Menurut Kamus Hukum, Larang; melarang;
memerintahkan supaya tidak melakukan

“Muhammad Taufik Hidayat. Perlindungan Hukum
Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Udara Dalam
Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Tentang
Penerbangan. Al'adl, Volume VIII Nomor 3, September-
Desember 2016.Issn 1979-4940. him. 78.
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sesuatu; tidak memperbolehkan berbuat
sesuatu.®®

Sejauh praktek negara, pendapat pertama
(a) tidak pernah dijadikan sebagai suatu kaidah
hukum internasional. Setiap negara memiliki
kedaulatan teritorial menyangkut pemberian
hukum internasional, termasuk mengenai
pengusiran terhadap orang asing. Biasanya
traktat-traktat yang dibuat antar negara-negara
yang bersangkutan menjadi petunjuk
pelaksanaan hal tersebut.!®

Yurisdiksi terhadap individu berbeda dengan
yurisdiksi atas wilayah bergantung pada
kualitas orang yang terlibat dalam peristiwa
hukum. Kualitas ini dapat membenarkan suatu
negara atau negara-negara menjalankan
yurisdiksi apabila orang itu berada dalam
kekuasaan negara dan proses peradilan dapat
dilaksanakan terhadapnya. Hal ini umumnya
terjadi apabila seorang individu memasuki
wilayah negara tersebut, baik secara sukarela
maupun akibat tindakan ekstradisi.'”

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak
pidana (delict) ialah suatu perbuatan atau
rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan
hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat
dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau
memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-
unsur itu terdiri dari:

1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang

bertentangan dengan hukum dan

mengindahkan akibat yang oleh hukum
dilarang dengan ancaman hukum, yang
dijadikan titik utama dari pengertian objektif

di sini adalah tindakannya.

2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat

tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat

unsur ini mengutamakan adanya pelaku

(seorang atau beberapa orang).!® Dilihat dari

unsur-unsur  pidana ini, maka suatu

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang

15Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Keenam, PT. Rineka
Cipta, Jakarta, 2009, him. 242.

16T, May Rudy, Hukum Internasional 1. Cetakan Ketiga, PT.
Refika Aditama, Bandung. 2010, him. 63.

7). G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, 1. Judul Asli
Introduction to International Law. (Pengarang) J.G. Starke
Q.C. (Penerjemah) Bambang lIriana, Djajaatmadja, Edisi
Kesepuluh, Sinar Grafika.Jakarta. 2010, him. 302-303.
18Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Ed. 2.
Rajawali Pers, Jakarta. 2009. him. 175

harus memenuhi persyaratan supaya dapat

dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-

syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu
peristiwa pidana ialah sebagai berikut.®

1. Harus ada suatu perbuatan.

Maksudnya, memang benar ada suatu
kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau
beberapa orang. Kegiatan itu terlihat
sebagai suatu perbuatan tertentu yang
dapat dipahami oleh orang lain sebagai
sesuatu yang merupakan peristiwa;

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang

dilukiskan dalam ketentuan hukum.
Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa
hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang
berlaku pada saat ini. Pelakunya wajib
mempertangungjawabkan  akibat  yang
ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenan
dengan syarat ini, hendaknya dapat
dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang
tidak dapat dipersalahkan. Pelakunya pun
tidak  perlu  mempertangungjawabkan.
Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan
itu dapat disebabkan dilakukan oleh
seseorang atau beberapa orang dalam
melaksanakan tugas, membela diri dari
ancaman orang lain yang mengangganggu
keselamatannya dan dalam keadaan
darurat;

3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Maksudnya  bahwa  perbuatan vyang

dilakukan oleh seseorang atau beberapa

orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu
perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan
hukum;

4. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya,
suatu perbuatan yang berlawanan dengan
hukum dimaksudkan kalau tidndakannya
nyata-nyata bertentangan dengan aturan
hukum; Harus tersedia ancaman
hukumannya.

Maksudnya kalau ada ketentuan yang
mengatur tentang larangan atau keharusan
dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu
memuat  sanksi ancaman  hukumannya.
Ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas
berupa maksimal hukumannya yang harus
dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di
dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman

BIbid, him. 175.
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hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu,
dalam peristiwa pidana, pelaku tidak perlu
melaksanakan hukuman tertentu.?°

Menurut Ali Mahrus, perbuatan pidana
menunjuk pada perbuatan baik secara aktif
maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku
ketika melakukan perbuatan pidana patut
dicela atau memiliki kesalahan, bukan
merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi
sudah masuk pada pertanggungjawaban
pidana.?

Hukum pidana adalah hukum vyang
mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan
terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan
kejahatan tersebut diancam dengan hukuman
yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi
yang bersangkutan.??  Kejahatan adalah
perbuatan pidana vyang berat. Ancaman
hukumannya dapat berupa hukuman denda,
hukuman penjara, hukuman mati dan
kadangkala masih ditambah dengan hukuman
penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan
hak-hak tertentu serta pengumuman
keputusan hakim.?®

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan,
dalam penyelenggaraan penerbangan, undang-
undang ini bertujuan mewujudkan
penerbangan yang tertib, teratur, selamat,
aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan
menghindari praktek persaingan usaha yang
tidak sehat, memperlancar arus perpindahan
orang dan/atau barang melalui udara dengan
mengutamakan dan melindungi angkutan
udara dalam rangka memperlancar kegiatan
perekonomian  nasional, membina jiwa
kedirgantaraan, menjunjung kedaulatan
negara, menciptakan daya saing dengan
mengembangkan teknologi dan industri
angkutan udara nasional, menunjang,
menggerakkan, dan mendorong pencapaian
tujuan pembangunan nasional, memperkukuh
kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka
perwujudan Wawasan Nusantara,
meningkatkan  ketahanan nasional, dan
mempererat hubungan antarbangsa, serta
berasaskan manfaat, usaha bersama dan

20/pid, him. 176.

21Ali Mahrus, Op.Cit. him. 97.

22Yylies Tiena Masriani. Pengantar Hukum Indonesia,
Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta. 2009. him. 60.

23 |bid, him. 60.
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kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan,
keserasian dan keselarasan, kepentingan
umum, keterpaduan, tegaknya  hukum,
kemandirian, anti monopoli dan keterbukaan,
berwawasan lingkungan hidup, kedaulatan
negara, kebangsaan, serta kenusantaraan.

Atas dasar hal tersebut disusunlah undang-
undang tentang penerbangan yang merupakan
penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor
15 Tahun 1992, sehingga penyelenggaraan
penerbangan sebagai sebuah sistem dapat
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
kepada seluruh rakyat, bangsa dan negara,
serta memupuk dan mengembangkan jiwa
kedirgantaraan dengan mengutamakan faktor
keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.?

Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai
hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum
para penyedia jasa dan para pengguna jasa, dan
tanggung jawab hukum penyedia jasa terhadap
kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari
penyelenggaraan penerbangan serta
kepentingan internasional atas objek pesawat
udara yang telah ~mempunyai tanda
pendaftaran dan kebangsaan Indonesia. Di
samping itu, dalam rangka pembangunan
hukum nasional serta untuk lebih
memantapkan perwujudan kepastian hukum,
Undang-Undang ini juga memberikan
perlindungan konsumen tanpa mengorbankan
kelangsungan hidup penyedia jasa transportasi
serta memberi kesempatan yang lebih luas
kepada daerah untuk mengembangkan usaha-
usaha tertentu di bandar udara yang tidak
terkait langsung dengan keselamatan
penerbangan.

Dalam Undang-Undang ini telah dilakukan
perubahan paradigma yang nyata dalam rangka
pemisahan yang tegas antara fungsi regulator,
operator, dan penyedia jasa penerbangan. Di
samping itu, juga dilakukan penggabungan
beberapa penyelenggara yang ada menjadi satu
penyelenggara pelayanan navigasi serta untuk
sertifikasi dan registrasi pesawat udara juga
dibentuk unit pelayanan otonom, dengan
mengutamakan keselamatan dan keamanan
penerbangan, yang tidak berorientasi pada
keuntungan, secara finansial dapat mandiri,
serta biaya yang ditarik dari pengguna

24 penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
tentang Penerbangan.
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dikembalikan untuk biaya investasi dan
peningkatan operasional (cost recovery).?

Untuk terciptanya atau kepastian hukum,
syarat utama yang harus dipenuhi adalah
adanya hukum atau peraturan perundangan
yang mengaturnya dengan jelas. Kadang-
kadang, masih ada hal-hal yang sangat penting,
tetapi tidak dimuat di dalam peraturan
perundang-undangan. Hal tersebut bisa
disebabkan oleh dinamika kehidupan
masyarakat yang lebih cepat dibandingkan
dengan saat penetapan peraturan perundangan
yang bersangkutan. Keadaan seperti ini
mengharuskan badan-badan peradilan (hakim)
untuk melakukan tindakan guna mencapai
keadilan. Untuk mencapai ke arah itu, hakim
dapat melakukan pembentukan hukum,
pengisian, kekosongan hukum, melakukan
konstruksi hukum atau harus menafsirkan
hukum. Semua ini dilakukan hanya untuk
terciptanya suatu kepastian hukum dalam
masyarakat.2®

Hukum pada hakikatnya adalah
perlindungan kepentingan manusia, yang
merupakan pedoman tentang bagaimana
sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi
hukum tidak sekedar merupakan pedoman
belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus
diataati, dilaksanakan, dipertahankan dan
ditegakkan, karena itu ada sebagian orang yang
mengatakan bahwa hukum tidak dapat lagi
disebut hukum apabila tidak dilaksanakan.?”

Penegakan  hukum dijalankan  untuk
menjaga, mengawal dan menghantar hukum
agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum
dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan
penegakan hukum  merupakan tindakan
penerapan hukum terhadap setiap orang yang
perbuatannya menyimpang dan bertentangan
dengan norma hukum, artinya hukum
diberlakukan bagi siapa saja dan
pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme
dan cara dalam sistem penegakan hukum yang
telah ada.® Dengan kata lain penegakan

25 penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
tentang Penerbangan.

26\WWawan Muhwan Hariri. Pengantar lImu Hukum. Cet. I.
Pustaka Setia. Bandung. 2012. him. 199.

Z7)awahir Thontowi. Pengantar Illmu Hukum. Pustaka
Fahima. Yogjakarta. 2007. him.179.

285adjijono. Polri Dalam Perkembangan Hukum Di
Indonesia, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo,
Yogyakarta. 2008. him. 61.

hukum sebagai suatu kegiatan untuk menjaga
dan mengawal hukum agar tetap tegak sebagai
suatu norma vyang mengatur kehidupan
manusia demi  terwujudnya  ketertiban,
kemanan dan ketentraman masyarakat dalam
menjalankan kehidupannya.?

Di dalam proses penegakan hukum, negara
menjadi  pihak yang  bertanggungjawab
terhadap komitmen bersama sebagai negara
berdasar atas hukum, karena itu negara
bertanggungjawab atas ketertiban, keamanan
dan ketentraman warganegaranya yang
merupakan tugas dan wewenang awal dan
tradisional dari pemerintah atau negara yang
kemudian didelegasikan kepada lembaga-
lembaga hukum.3®

Norma hukum tidak bertentangan dengan
rasa keadilan masyarakat dan martabat
manusia. Norma hukum justru memungkinkan
manusia mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan,
seperti kerukunan atau kebersamaan,
solidaritas, kebabasan, perdamaian dan kasih
sayang. Dengan demikian hukum yang baik
harus tepat (secara format) dan pasti serta adil
(secara materiil) sehingga bisa meweujudkan
rasa keadilan, harmoni dan kebaikan umum
yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Hukum
yang baik adalah hukum yang benar dan adil
sehingga memiliki keabsahan dalam mengikat
mewajibkan dan dapat dipaksakan untuk
dijalankan.?!

Hukum yang baik mengondisikan
pembuatan dan pelaksanaan aturan hukum
sesuai dengan martabat manusia. Dengan
mematuhi hukum vyang baik, kebebasan
seseorang tidak hilang dan karenanya
martabatnya sebagai manusia pun tidak
direndahkan, bahkan dengan menaati hukum
yang baik, ia justru mewujudkan keluhuran
martabatnya karena ia menyadari dan
memahami apa yang ditaatinya. Dalam
kepatuhan itu, ia bebas untuk memilih untuk
menaati hukum demi pengaktualisasian
martabatnya sebagai manusia dalam interaksi
sosial dengan orang lain.??

Salah satu aspek penting dari penerapan
suatu kaidah hukum adalah penegakkan hukum

2 |bid. him. 62.

30 pid.

31 Nuh Muhammad. Etika Profesi Hukum. CV. Pustaka
Setia. Bandung. 2011. him. 199.

32/pid.
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(law enforcement). Suatu perangkat hukum
baru dapat dikatakan efektif apabila hukum
tersebut dapat diimplementasikan dan
penerapan sanksinya dapat ditegakan apabila
ada vyang melanggarnya. Untuk dapat
ditegakkan maka di dalam perangkat hukum itu
perlu ada suatu mekanisme yang mengatur dan
menetapkan bagaimana norma-norma itu
ditegakan. Penegakan hukum pada intinya
adalah serangkaian kegiatan untuk
menyerasikan  hubungan nilai-nilai  yang
terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang
mantap dan mengenjawatankannya dengan
sikap dan tidak sebagai rangkaian penjabaran
nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan,
memelihara dan mempertahankan kedamaian
dalam pergaulan hidup.

B. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Akibat
Mengoperasikan Pesawat Udara Indonesia
Atau Asing Memasuki Kawasan Udara
Terlarang Dan Terbatas
Semakin bertambahnya maskapai

penerbangan dalam kurun waktu kurang lebih

15 (lima belas) tahun terakhir ini di satu sisi

memberikan dampak positif bagi masyarakat

pengguna jasa penerbangan, vyaitu banyak
pilihan penerbangan dengan berbagai ragam
pelayanannya, dengan semakin banyaknya
maskapai penerbangan telah menciptakan
kompetisi antara maskapai penerbangan yang
satu dengan maskapai penerbangan lainya yang
pada akhirnya muncullah persaingan dengan
mengeluarkan tiket murah vyang diburu
masyarakat secara antusias, tanpa memper
hatikan keselamatan, kenyamanan. Kewajiban
utama pengangkut adalah "menyelenggarakan"
pengangkutan dari tempat asal ketempat
tujuan. Pengangkut juga berkewajiban menjaga
keselamatan barang atau penumpang yang
diangkutnya hingga sampai di tempat tujuan
yang diperjanjikan. Sebaliknya pengangkut juga
berhak atas ongkos angkutan yang telah ia
selenggarakan.?* Dalam ilmu hukum pidana,
istilah tindak pidana adalah terjemahan dari
bahasa Belanda Strafbaarfiet yang merupakan
istilah resmi dalam Wetboek Van Starfrecht
yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa

33Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Penegakan Hukum, PT. RajaGrafindo Persada. Edisi 1.
Cet.4. Jakarta. 2002. him. 8.

34Mangara Pasaribu. Op.Cit. .him. 36.
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Indonesia dengan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di
Indonesia sampai saat ini.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
tentang Penerbangan. Pasal 401. Setiap orang
yang mengoperasikan pesawat udara Indonesia
atau pesawat udara asing yang memasuki
kawasan udara terlarang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan)
tahun dan denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 402. Setiap orang yang
mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau
pesawat udara asing yang memasuki kawasan
udara terbatas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
tentang  Penerbangan, telah  mengatur
pemerintah menetapkan kawasan udara
terlarang dan terbatas sehingga pesawat udara
Indonesia atau pesawat udara asing dilarang
terbang melalui kawasan udara terlarang dan
terbatas. Apabila terjadi tindak pidana dalam
mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau
asing memasuki kawasan udara terlarang dan
terbatas maka pelakunya dapat dikenakan
pemberlakuan ketentuan pidana jika pelaku
tindak pidana tersebut terbukti secara sah
menurut ketentuan-ketentuan hukum di bidang
penerbangan melakukan pelanggaran atas
larangan terbang melalui kawasan udara
terlarang dan terbatas.

PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Tindak pidana mengoperasikan pesawat
udara Indonesia atau asing memasuki
kawasan udara terlarang dan terbatas
terjadi  apabila  pemerintah  telah
menetapkan kawasan udara terlarang
dan terbatas. Pesawat udara Indonesia
atau pesawat wudara asing dilarang
terbang melalui kawasan udara terlarang.
Larangan terbang bersifat permanen dan
menyeluruh. Kawasan udara terbatas

35Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif
Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional, Ed. 1, PT.
RajaGrafindo, Jakarta, 2008, him. 59.
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hanya dapat digunakan untuk
penerbangan pesawat udara negara.

. Pemberlakuan ketentuan pidana akibat

mengoperasikan pesawat udara
Indonesia atau asing memasuki kawasan
udara terlarang dan terbatas berupa
pidana penjara paling lama 8 (delapan)
tahun dan denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) dan pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun atau denda paling banyak Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

B. Saran

1. Untuk

mencegah terjadinya tindak
pidana mengeoperasikan pesawat udara
Indonesia atau asing memasuki kawasan
udara terlarang dan terbatas, maka

semua pihak yang mengoperasikan
pesawat udara Indonesia atau asing
seharusnya menaati larangan vyang

berlaku, karena merupakan kewenangan
negara berdaulat untuk menetapkan
kawasan udara terlarang dan terbatas
untuk mengatur penggunaan wilayah

udaranya, dalam rangka keselamatan
masyarakat luas, keselamatan
penerbangan, perekonomian nasional,

lingkungan hidup, serta pertahanan dan
keamanan.

Pemberlakuan ketentuan pidana akibat
mengoperasikan pesawat udara
Indonesia atau asing memasuki kawasan
udara terlarang dan terbatas perlu
diterapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk
memberikan efek jera terhadap pelaku
tindak pidana yang telah terbukti secara
sah  menurut  hukum  melakukan
perbuatan pidana. Bagi pihak-pihak lain
diharapkan hal ini merupakan suatu
peringatan agar tidak meniru atau
melakukan perbuatan yang sama.
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